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WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

KOTA SINGKAWANG

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas

Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pcrtaman dan
Kehutanan Kota Smgkawang, :

Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2001 tchtang
Pembentukan Kota Singkawang (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia {Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang |

Pembentukan Peraturan . PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); - ' '

Undang-Undang Noinor 5 Tahun 2014 tcnt'an:gi-lApara_tur :
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indornesia Tahun

2014 Nomor 6, '[‘ambahan Lembaran Negara Republlk'

Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun ;2014' tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ~Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

@1;



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
-Negara Republik  Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan quenntah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai . Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 ten-tang-r |
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran -

Negara Republik 'Indonesia Nomor 4015) sebagaimaha-.'
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332); -

. ~Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) -

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pcmerintali Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara, chubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor

188, Tambahan Lembaran Negara chubhk Indonesia

Nomor 5467); _
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentarig
Wewenang Pengangkatan, 'Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran .Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263}

- ‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah - =

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan -
Pemerintah Nomor ‘9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

.. 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

o



10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 'tentang '
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor o
5258); o '

12. Peraturan Kepalafl?}adan Kepegawaian Negara Nomor ‘1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan -
Pemerintah Nomor 46 Tahum 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Smgkawang Tahun
2008 Nomor 5); ' -

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pcm entukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 14); ,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN - WALl KOTA TENTANG URAIAN - TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN  DINAS
PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pcraturan Wali Kota ini yang dlmaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat [)am uh sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang. :
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Smgkawang
Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kchutanan Kota Singkawang,.

Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Pertanian dan Kehutanan Kota
Smgkawang : J

Nou kL



8.

.

Jabatan Struktural adalah kcdudukin yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak Pegawal Negeri Sipil (PNS) dalam rangka

memimpin suatu Organisasi Pemerintahan. . _

Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yéng _
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam -
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan mcnggunakan perangkat .

kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu. :

BAB II

URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BI'DANG; KEPALA

(1)
(2)

(3)

SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 2

Dinas Pertanian dan Kehutanan aclalah unsur pelaksana Otonoml Dacrah di
bidang perl:aman dan kehutanan,

Dinas Pertanian dan Kehutanan dxplmpln oleh Kepala Dinas, berkedudukan'-
dibawakhi dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah unsur pimpinan
yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengawasi, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di
bidang pertanian dan kehutanan berdasarkan kebijakan Wali Kota dan -
Peraturan Perundang-Undangan yangiberlaku.

»

Pasgl 3

Untuk menyelenggarakan tugas seba;,mmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a.

. Merumuskan dan merencanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

pertanian dan Kehutanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kota Singkawang serta ketentuan lain yang berlaku
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas
Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang—undangan
yang berlaku guna peningkatan kinerja pegawai;

Mengarahkan Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepa]a Sub Baglan dan
para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berdasarkan pedoman kerja
untuk menghindari terjadinya penyelewengan wewenang;

Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan unit
kerja terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan serasi;

Menetapkan pedoman dan pehinjuk teknis pelaksana pembinaan

pembangunan pertanian serta pembmaan orgamsaSI guna peningkatan

kinerja;
Memfasilitasi kegiatan Kesekretana,‘_an Dimas Pertaman dan Kehutanan

- berdasarkan program kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas;

‘Memberikan dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

4;



(1)
2)

(3)

¢

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Sekretaris, para Kepala -
Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dalam pelaksanaan -
tugas, baik secara preventif maupun refresif untuk menghmdan kcsalahan
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

Melakukan penandatangan naskah dinas yang. berhubungan dengan masalah ‘

Pertanian dan Kehutanan sesuai kewenangan yang dlserahkan oleh atasan L

guna kelancaran pelaksanaan tugas; :

Melakukan pembinaan pelayanan administrasi Keua‘.ngém pada‘ Dinas - -
Pertanian dan Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib -
administrasi dan pengelolaan barang pada Dinas Pertanian dan Kehutanan;

. Memfasilitasi keperluan pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas dan |

fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku - guna
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya; '

Melaksanakan koordinasi, hubungan kerja dengan unit kerja lain yang terkait |

di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang melalui pertemuan, rapat dinas
sesuai ketentuan yang berlaku guna memperlancar pelaksanaan tugas di
bidang pertanian dan kehutanan; :

. Mengevaluasi seluruh kegiatan di Dinas Pertanian dan Kehutanan. setlap 1 |

(satu) Tahun Anggaran berdasarkan realisasi kegiatan guna memngkatkan |
pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang; '

Memberikan saran dan pertimbangan kepada plmpman tentang pclaksanaanj

tugas di bidang Pertanian dan Kehutanan secara tertulis melaldi nota dinas,
nota pengajuan maupun secara lisan sesuai dengan ketentuan berlaku agar

pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan Pertanian dan kehutanan' o

dapat berjalan baik dan lancar; L _
Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan dengan memenntahkan bawahan

untuk merekapitulasi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dlketahm dan = -

sebagai bahan dalam pembuatan laporan ke jenjang yang lebih tinggi; dan.

Melaksanakan tugas kedinasan lalnnya sesuai petunjuk dan arahan yang :
diberikan oleh plmplnan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4 :
Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung Jawab kapada Kepala R

Dinas.

Sckretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah unsur sta_f yang :

berkedudukan ditawah Kepala Dinas yang mempunyai tugas Melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam mengoordinasikan

penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta
pelayanan administratif. '



Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4
Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a.

Merencanakan program Kerja Seckretariat Dinas Pertanian dan Kehutanan
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) serta ketentuan yang berlaku
sebapgai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuali dengan rercana .
yang telan ditetapkan;

Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bagian secara lisan dan |
tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar. tugas dapat dllaksanakan _
dengan cepat dan benar; i |
Mengkoordinasikan kegiatan Dinas 'Pertanian dan Kehutanan dengan unit
kerja terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

-yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan_ -

sera81

Melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas, bauk _
secara langsung manpun tidak langsung untuk menghmdan penylmpangan
dari ketentuan yang berlaku;

Mengelola administrasi kepegawaian, organisasi 'dan tatalaksana," _
keprotokolan dan humas, urusan umum dan rumah tangga Dinas Pertanian
dan Kehutanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Memfasilitari sarana dan prasarana kesekretariatan Dinas Pertanian dan
Kehutanan sesuai anggaran yang tersedia agar dapat terlaksana dengan
baik; | -

Melaksanakan pelayanan urusan surat menyurat dan - pengarsipan' :
berdasarkan pedoman yang berlaku untuk tertib admlnlstra31, L '

Menelaah dan mengoreksi tata naskah dinas yang berkaitan dengan _
penatausahaan Dinas Pertanian dan Kehutanan berdasarkan pedoman dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan; .

Melakukakan evaluasi pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian dengan: |
membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang
ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dlcapaz,

Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pengclolaan’ 3
kesekretariatan Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada plmpman secara
lisan atau tertulis berdasarkan hasil temuan dan masalah. untuk dgadlkan
bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan; '

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada plmplna.n-_ :
berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan kesekretaritan Dinas Pertanian

dan Kehutanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan -

evaluasi serta penilatan kinerja oleh pimpmar; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan clengan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas



Pasal 6
Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

0
Bagian Ketiga |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian = -

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mernpunyau tugas memimpin Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi
pelaksanaan tata usaha umum, yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan,
mengolah data pegawai, proses mutasi pegawai, pensiun pegawai, penyusunan
formasi pegawai, kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan (ANJAB),
analisa beban kerja, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokol serta
pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas yang meliputi pengadaan, penya]uran, g

punytmpanan dan pemeliharaan barang milik Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d1maksud dalam Pasal 7, Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawanan
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. .Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pakok dan fungsi masing- e

masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah dltetapkan -

c. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara lisan: maupun tertulis :
berdasarkan ketentuan agar tugas dapat d:laksanakan dengan cepat dan
benar;

d. Mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, 'fasilitasi pelaksanaan
tata usaha meliputi urusan surat penyurat dan kearsipan berdasarkan-
ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi di ketatausahaan;

e. Melaksanakan pengolahan data pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan
'* Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertatanya bt'zzetmg '
kepegawaian dengan baik;

f. Melaksanakan proses mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas
Pertanian dan Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna' '
dijadikan bahan pengusulan lebih lanjut; : '

g. Menyusun formasi pegawai di lingkungan Dinas Perlaninn dnn Kehutanan -
berdasarkan ketentuan yang berlaku guna perencanaan persediann dan
kebutuhan pegawai; i

h. Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kcxga di hngkungan Dinas -
Pertanian dan Kehutanan dalam rangka untuk mengctahw _]umlah dan -
kualitas pegawai yang diperlukan; ° '



gl

i. Menyusun evaluasi jabatan di lingk;.mgan Badan Perencanaan: Pe:ii_bangunah-_ _
Daerah dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri sipil

 guna untuk menentukan besamya gaji yang diberikan kepada pemangku -

jabatan;

J- Melaksanakan administrasi peljalanan dinas di lingkungan Dinas Pcrtaman
“dan Kehutanan berdasarkan ketentuan yang. berlaku agar tugas dapat
dilaksanakan dengan cepat dan benar serta tertib administrasi;

k. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol di lm;,kﬁngan Dinas

Pertanian dan Kehutanan berdasarkan pedoman yang bcrlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

1. Meclaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi pengadnan, pchynluran,_ .
penyimpanan dan pemeliharaan barang milik Dinas  Pertanian  dan.
Kehutanan sesuai ketentuan agar tepat guna dan tepat sasaran; ' '

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan hasil
kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengetahul tmgkat
kinerja yang telah dicapai; . |

n. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas dan
kegiatan berdasarkan program kexja dan ketentuan yang berlaku untuk -
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pclaksanaan
tugas; '

0. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program ker_la yang
telah ditetapkan sebagai pertanggurigiawaban kepada pimpinan; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan-dengan tupoksi sesuai -
petunjuk dah arahan pimpinan untukf kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9 :

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
memimpin Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka
mclaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul. dan mengolah -
bahan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas, Penctapan Kinerja
Tahunan (PKT) Dinas, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi serta penyiapan bahan laporan program dan realisasi seluruh kegiatan
di lingkungan Dinas, penyusunan RENJA, RENSTRA LAKIP, LKPJ, LPPD,
mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsmnal (LHP) dan
pengawasan melekat (Waskat). - c

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagamlana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian' tugas :

a. Merencanakan program kerja Sub Bag1an Program, Evaluasi dan Pelaporan
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

g
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c. . Memberi petunjuk kerja kepada bawahan baik secara. baik secara lisan
maupun. tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat
dilaksanakan dengan cepat dan benar; :

d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pcnyusunan Renca.na
Kerja (RENJA), Rencana Startegis (RENSTRA} Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Dinas Pertanian dan Kehutanan
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kclancaran dalam pelaksanaan
penyusunan laporan;

e. Melaksanakan pengolahan bahan perumusan kebl_]akan tekms, koordinasi - |

dan fasilitasi berdasarkan ketentuan yang berlaku guna mempermudah
proses pelaksanaannya,;

f. Menyiapkan bahan laporan program dan realisasi seluruh kegiatan d1_
lingkungan Dinas Pertamian dan Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; :

g. Melaksanakan penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD berdasarkan progr&
kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahm klner_]a Dinas Pertaman
dan Kehutanan;

“h. Mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsiona] (LHP) sesuai

dengan peraturan perundangan- undang'm yang berlaku guna tercupamya' .

kinerja dinas; _
i. Mengolah bahan tindak lanjut hasﬂ*pengawasan melekat (WASKAT) sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna lcr(upamya '

kinerja dinas; : |
j. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan munbandmghan

hasil kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengetahu
tingkat kinerja yang telah dicapai,

k. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tugas Sub Baglan'
~ Program, Evaluasi dan Pelaporan secara lisan atau tertulis mengenai temuan -
dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi plmpman dalam
mengambil kebijakan;

1. - Mengontrol pelaksanaan tugas baw’ahan dalam melakéanakan . tugas dan
kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari kesalahan dan penyimpangan dalean pelaksanaan tugas;

m. Membuat laporan hasil pe!aksanaah tugas berdasarkan prog!fam kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan - ]

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai -
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Kepala Sub Bagian Keuangan
Pasal 11 _ -
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Bagian
Keuangan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi
mengumpul dan mengolah bahan kerja dalam rangka mengoordinasikan,
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas, penyusunan anggaran Kas Dinas, meneliti kelengkapan
‘dokumen SPP, menyiapkan SPM, verifikasi atas pengguna anggaran Dinas, -
menyusun laporan keuangan Dinas (bulanan, semesteran dan tahunan),
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| I |
pengelolaan gaji pegawai, pengolahan data/perhitungan/ rekapltulam laporan-
berkala terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta. operasmnal Dmas

- Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dunaksud dalam Pasal 11, Kepala
. Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja Sub Blaglan Keuangan berdasarka.n Rencana-
Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan serta ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; '

b. Membagi tugas kepada bawahan sesual dengan tugas pokok dan’ fungsi
masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah
- ditetapksdn; :

¢. Memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun. tertulis
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan
cepat dan benar;

d. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan'
Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Kehutanan berdasarkan plapon. dana -
yang tersedia untuk dijadikah dasar dalain pelaksanann program kegiatan; )

e. Menyusun anggaran kas Dinas Pertanian dan Kehutanan berdasarkan
jumlah anggaran yang tersedia agar tertib dalam pengelol‘aan anggaran; :

f. Meneliti kelangkapan dokumen SPP Dinas Pertanian dan Kehutanan'
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan;

g. Menylapkan SPM Dinas Pertanian dan Kehutanan yang sudeh diteliti
berdasarkan ketentuan yang berlaku wuntuk dgadlkan bahan dalam
pengajuan ke SKPD yang terkait; :

h. Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran Dmas Pertaman dan
Kehutanan berdasarkan anggaran yang tersedia guna memberi kepasuan
kebenaran penggunaan dana sesuai anggaran yang telah ditetapkan; .

i. Menyusun laporan keuangan (bulanan, semesteran, dan tahunan) Dinas .
Pertanian dan Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku scbagal
bahan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah diprogramkan; o

j- Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai Dinas Pcrtuman dan Kchutanan
berdasarkan ketentuan yang berlaku . guna tertib administrusi;

k. Menylapkan bahan usulan SKPP gajl PNS yang alih tugas/ pmdah ke'

Kabupaten/Kota lain atau keluar daerah lain dan PNS yang menmggal sesual_
peraturan yang berlaku guna tertib admlmstram,

1. Melaksanakan pengolahan data/ perhltungan/rekapltula31 laporan berkala .
terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta operasional Dinas Pertanian ..
dan Kehutanan guna dijadikan dasar dalam penyusunan laporan reahsa31 '
anggaran; -

i

m. Menghimpun ‘dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan, pemegang .
kas/ pembantu nemegang kas serta atasan langsungnya untuk dlsampajkan '
kepada pimpinan; _

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandmgkan hasil
kerja dengan rencana kerja yang telah disusun untuk mengetahui tingkat
kinerja yang telah dicapai;
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0. Mengatur dan mengkoordinir penyelenggaraan administrasi keuangan seperti
kegiatan pencairan, pembuatan dokumen penerimanan dan pengeluaran
uang, pembayaran, penyhnpanan dan pembukuen sesuai dengan kelentuan
yang berlaku dalam rangka tertibnya pengelolahan administrasi keuangan; .

p. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen bukti penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran keuangan berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk menghindari kesalahan; : _

q. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan dalam melaksanakan tugas bawahan
dan kegiatan berdasarkan program kcrja dan ketentuan yang berlaku untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksa:naan
tugas;

r. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sehagm pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan.

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

A
i.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura :

Pasal 13

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas menyusun,
merencanakan, melaksanakan rcncana kerja program dan kegiatan serta
upaya-upaya peringkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura,

" memberi petunjuk dalam usaha pencegahan, pengendalian organisme
penggangu tanaman pangan dan hortikultura, mengevaluasi kebutuhan
sarana dan prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan melaksanakan
koordinasi kegiatan antar bidang pada Dinas Pertanian dan Kehutanan

(2) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan d¢i baxvah dan .
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretans '

Pasa114

Untuk menyelenggarakan tugas sebag&umana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala
Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai uraian tugas

a. Merencanakan program kerja Bldang Tanaman Pangan dan Holtlkultura
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan -
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada para Kepala Seksi di bidang Tanaman Pangan dan’

Holtikultura sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar. =

pelaksanaan tugas sesuai dengan reneana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kerja kepada chala Seksi di Bidang 'I‘anaman Pangan dan
Holtikultura dan bawahan baik ; secara lisan dan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan yang beriaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan
cepat dan benar; : '

d. Menyxapkan menganalisis dan menelaah bahan perumusan kcbuakan yang
berhubungan dengam bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan acuan dan pertlmbangan
dalam penyusunan kebijakan oleh Pimpinan; '
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Merencanakan dan melaksanakan wupaya-upaya peningkatan ?pi'oduksi'
tanaman pangan dan Hortikultura agar tercipta hasil yang optimal; _
Memberi petunjuk dalam usaha pencegahan, pengendalian 'organisme

penggangu tanaman pangan dan hortikultura agar mennnlmahslr teqadmya' o

gagal panen atau fuso;

Memberi petunjuk dalam pelaksanaan teknolog1 pertaman yang tepat guna
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; ,
Merencanakan dan Mengevaluasi kebutuhan sarana produkm (benih da.n.
pupuk) agar tercapal hasil yang optimal; o
Mengkoordinasikan dan Mengevaluasi hasil pengoamputan data angka—angka
statistik di bidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura; _ .
Menyusun pedoman dan pet:un_]ukI teknis penyelenggaraan pembangunan di

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebugan pcd()man' dalam -

pelaksanaan fugas;

Melakukan koordinasi kegiatan antar bidang di hngkungan Dmas Pertanian
dan Kehutanan Kota Singkawang agar tercipta kondisi yang smkron dan. .
terintegrasi dalam pembangunan pertanian;

Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas para Kepa.la Seksi dan pcgawa1 dl' |

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura baik secara preventif maupun

‘represif untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan

tugas;

Menyclenggarakan, mengendalikan ;dan mengevaluasi" pclaksanaan ' tugas .
yang telah dilaksanakan Kepala ‘Seksi di Bidang Tanaman Pangan dan
Holtikultura deangan membandingkan hasil kerja yang dicapai dengan.
rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahul tingkat lﬂnelja yang
dicapai;

Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan bldang Tanaman
Pangan dan Holtikultura kepada atasan secara lisan atau tertulis mengenai
temuan dan masalah untuk dijadikan bahan pertimbangan bag1 Pnnpman
dalam mengambil kebijalcan;

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dmas scbagal
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta pemlman
kinerja oleh Pimpinan; dan : :
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkmtan dengan tupoksi sesua1 |
petunjuk dan arahan Purrplnan untuk kelancaran pelaksanaan tugas '

Pasal 15

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holpkultura membawah1

1.

Kepala Seksi Produksi.

2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. . :
3. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman-Pengan dan Holtikultura. -



{
Bagian Ketujuh
Kepala Scksi Produksi

Pasal 16 _ .
Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas memimpin seksi Produksi dalam
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi. tanaman
pangan dan - holtikultura meliputi kegiatan budidaya, pengawasan dan
pengendalian penggunaan sarana produksi serta peningkatan produkm tanaman
. pangan dan holtikultura.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 16, Kepala
Seksi Produksi mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana dan program Kerja kegiatan di seksi Produksx bedasarkan__ |

(RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai pedoman melaksanakan o

tugas; i .
b. Membagi tugas atau kegiatan kcpada bawahan sesuai dengan tugas pokok.

dan fungsi seksi Produksi agar pelaksanaan tugas sesuai dcngan rencana
yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulls' '

berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan dengan
cepat, tepat, dan akurat; _

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugaa dalam
lingkungan bidang tanaman pangan-dan haltikultura untuk mcmngkatkan__
kelancaran dan menghindari texjadmya kesalahan atau penylmpangan
pelaksanaan tugas; :

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi 4dalam pelaksanaan tugas pada seksf
produksi agar tercapainya efisiensi dan efektifitas; :

f. Menyusun petunjuk teknis, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 1nventansa81
produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Kota Slngkawang -
~ sebagai acuan dalam pelaksaraan tugas; : '

g. Mengumpulkan bahan, menganalisa dan menyajikan data di Bidang -
Tanaman Pangan Dan Hortikultura guna pemenuhan kebutuhan data _

“h. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan
Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas; _ : _

i. Melaksanakan penyusunan rencana / proposal pembangunan - produksi -
_tanaman pangan dan hortikultura tingkat Kota Singkawang baik pendanaan

bersumber APBD maupun APBN sebagai pemenuhan kebutuhan kegiatan - |
produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

j. Melaksanakan penyusunan sistem informasi prolduksi tanaman pangan dan
hortikultura tingkat kota guna pemenuhan data informasi; '

k.. Menelaah data bulanan yang berkaitan dengan Tanaman Pangan dan_
Hortikultura sebegai bahan laporan ftepada atasan, :

I. Melaksanakan sosialisasi terhadap program/kegiatan baru dan akan
dilaksanakan kepada poktan / masyarakat
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m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; _ _

n. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penynmpangan
dalam pelaksanaan tugas; i ,

o. Membuat lanoran hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan |

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

-1

Bagian Kedelapan
KepalaSelmiPenmhhandanPemmmnHadl

Pasal 18

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasit mempunyai tugas memimpin
seksi pengolahan dan pemasaran hasil dalam melaksanakan tugas menyusun
rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan
kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelapoi_'an
pelaksanaan ‘kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman. pangan dan
holtikultura meliputi penanganan pasca panen, pengembangan usaha
permodalan, perijinan, pengendalian prasarana serta promosn, pemasaran hasil
tanaman pangan dan holtikultura. ¢ '

Pasal 19 .
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Haszl mempunyal uraian tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di seksi pengolaban dan
pemasaran hasil bedasarkan (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan
sebagai pedoman melaksanakan tugas,

b. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran hasil agar pelaksanaann tugas
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, :

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan yang bcrluku agar tugas dapat dilaksunakan dcngan '
cepat, tepat, dan akurat;

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam
lingkungan bidang tanaman pangan dan holtikultura untuk meningkatkan
kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan atau penylmpangan
pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada -seksi
pengolahan dan pentasarah hasil agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;

f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Tanaman Pangan dan . Hortikultura sebagal pedoman dalam
melaksana.kan tugas; '



g. Melaksanakan pengembangan, Pengolahan dan Pernasaran Hasil Pertanian |
Tanaman Pangan dan Hortikultura guna kelancaran tugas; |

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pcmusaran
hasil berdasarkan peraturan yang berlgku sebagai bahan kebijakan dacrah; -

i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta koordinusi dnlam rangka
kelancaran keglatan pengolahan dan pemasarah hasil agar d1pe1 oleh hasil .
yang tepat sasaran dan terpadun; ,'i _

J. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaltan dcngan- |
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas haik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertlmbangan bag1 pimpinan dalam'
mengambil keputusan;

k. Mengontrol dan mengevaluasi- pélaksanaan tugas bawahan dalam L

melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari teljadmya kesalahan dan penylmpangan_
dalam pelaksanaair tugas;

1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai -
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 20

. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mémputjya_i tugas . -
memimpin Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul -dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring,
evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan -
holtikultura meliputi pengawasan pestisida dan pupuk, pengamatan dan

penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta pencegahan dan ;

pemberantasan Hama dan penyakit tanaman pangan dan holtikultura. -

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaunana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai uraian tugas : _

a. Menyusun rencana dan program keria kegiatan di seksi perlindungan.
tanaman pangan dan holtikultura berdasarkan (RENSTRA) Dinas Pcrtanian
dan Kehutanan sebagai pedoman mclaksanakan tugas; '

b. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi seksi perlindungan tanaman pangan dan holtikultura agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara. lisan maupun tertulis

" berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan
cepat, tepat, dan akurat; ,

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam
lingkungan bidang tanaman pangan dan holtikultura untuk memngkatkan R
kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan atau pt'nylmpangan s
pelaksanaan tugas; : : '
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(1)

(2)

Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada seksi
perlindungan tanaman pangan dan holtikultura agar tcrcapamya cﬁ31cn51
dan efektifitas; : o |
Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Perlmdungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; : _
Melaksanakan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortlkultura dan )
serangan OPT dan FDI guna pemenuhan pelaksanaan tugas; o '
Mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortlkultura
guna dijadikan bahan laporan kepada atasan; o
Melaksanakan pembkinaan, blmblhgan teknis serta koordmam untuk._
kelancaran kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; =
Mengkoordinasikan langkah-langkah ada.pta31 dan mitigasi terhadap dampak -

fenomena iklim (DFI) untuk meminimalkan kehllangan hasil procluk31 karena '
bencana alam banjir dan kekeringan;

Menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan bcrkultun dengan -

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pcrtlmba.ngan ‘bagi p:mpman dalam
mengambil keputusan; -z

Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan .dalam '
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpcmgan_ E
dalam pelaksanaan tugas; '

. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang

telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kcpada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupokm sesua1 '
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. '

Bagian Kesepuluh _
Kepala Bidang Peternakan
| Pasal 22
Bidang Peternakan mempunyai tugas menyusun, merencanakan,
melaksanakan rencana kerja programn dan kegiatan serta upaya-upaya
peningkatan produksi peternakan, memberi petunjuk dalam usaha

pencegahan, pengendalian dun penanggulangan penyakit hewan,
mengevaluasi kebutuhan sarana ' dan prasarana peternakan, dan.

. melaksanakan koordinasi kegiatan antar bidang pada Dinas Pertanian dan

Kehutanan.

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh R
seorang Kepala Bidang yang bcrkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepale Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Paqal 22 B1dang' '
Peternakan mempunyai uraian tugas :

a.

Merencanakan program kerja B1dang Pctcmakan berddsarkan Rencana'
Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan serta ketentuan yang

berlaku sebagm pedoman dalam melaksanakan tugas;
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- -
Membagi tugas kepada para Kepala -Seksi di Bidang Peternakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan rencana yang telah ditetapken; ' -
Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Seksi di Bidang Peternakandan
bawahan baik secara lisan dan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang

_berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan benar;

Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pcmbangunan di
Bidang Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Melakukan koordinasi kegiatan antar bidang di lingkungan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kota Singkawang agar fercipta kondisi yang smk:ron dan
terintegrasi dalam pembangunan pertanian; :

Merencanakan dan melaksanaken upaya-upaya ‘peningkatan -produksi
peternakarn agar tercipta hasil yang optimal; | o
Memberi petunjuk dalam usaha pencegahan, pengendalian dan

- penanggulangan penyakit hewan agar tercipta kendisi yang aman sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Memberi petunjuk dalam pelaksanaan teknologi petemakan yang tepat guna :
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Merencanakan dan Mengevaluasi ; kebutuhan sarana dan prasarana
peternakan agar tecapai hasil yang optimal,

Mengkoordinasikan dan Mengevaluasi hasil pengumpulan data angka-angka
statistik di bidang peternakan agar terukur dan bisa dipertanggungjawabkan;

Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan teknis
program dan kegiatan di Bidang Petemakan guna mencapai hasil kerja dan
kinerja yang optimal;

Melakukan pengawasan kepada bawahan di Bidang Peternakan - dalam
melaksanakan tugas baik secara‘ preventif maupun represif  untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas;

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan antara

hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang te]ah dltetapkan untuk
mengetahui kinerja yang dicapai;

Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan Bidang Peternakan
kepada atasan secara lisan atau tertulis mengenai temuan dan masalah

untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi lepman dalam mengambll‘
kebijakan;

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepaja Dinas sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasx serta penilaian

“kinerja oleh Pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan Pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan_tugas

Pasal 24

Kepala Bidang Peternakan membawahi :

1.

Kepala Seksi Produksi.

2. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. -
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Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas memimpin Seksi Produksa clalam'-- '_: o
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan

Bagian Kesebelas
Kepala Sclrsi Produksi

Pasal,25

mengolah bahan perumusan kebijakan tek.nls, koordinasi, fasilitasi, momtonng, '

evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan -

produksi peternakan meliputi kegiatan budidaya, pembibitan, pengendalian
penggunaan sarana produksi serta peningkatan produksi peternakan,
pengembangan hijauan makanan ternak, pengawasan bibit ternak dan
pengawasan mutu pakan ternak. -

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Kepa.la )
Scksu Produksi mempunyai uraiarm tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di seksi Produksi bedasarkanf |

(RENSTRA} Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai pedoman melaksanakan

tugas; g
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi seksi Produksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan;

.. .Memberi petunjuk kepada bawah‘an baik secara hsan maupun tertulis
berdasarkan ketentuan yahg berlaku agar tugas dapa]: dllaksanakan dengan -

cepat, tepat, dan akurat;

‘Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam -

lingkungan bidang peternakan untuk meningkatkan kelancaran dan
menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan pelaksanaan tugas; |
Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada seksi

produksi agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;
Mendistribusikan pembibitan Ternaksesuai dengan’ ketentuan yang berlaku. :
agar pendistribusian tepat sasaran dan tepat guna; '
Melaksanakan Pembinaan Petani, Ternak sesuai . dengan’ _pei‘aturan

perundang-undangan guna penmgkatan hasil ternak;

Melaksanakan Inseminasi Buatan (IB) Pada Ternak Sapi scsuaz dengan
ketentuan yang berlaku guna peningkatan produksi ternak;

Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Kegiatan di Lapangan scsuai dcngan
ketentuan yang berlaku sebagai upaya peningkatan produksi peternakan;
Membuat Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar tertib dalam adrnmlstrnql dan bebua dan
penyakit ternak; : :
Membuat Pendataan Populasi Ternak di Kota Smgkawang scbagal bahan- '
pcrtanggung]awaban pelaksanaan tugas;

Menyampmkan saran dan pertimbangan kepada atasan berkautan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam. pelaksanaan tugas baik secara lisan .
maupun. tertulis sebagai bahan pertimbangan bagl plmplnan dalam -

mengambil keputusan;

Mengontroi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan 3 dala‘xn'
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan .
yang berlaku untuk menghindari ter;,admya kesalahan dan peny1mpangan
dalam pelaksanaan tugas;
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n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerJa yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungawaban kepada pimpinan; dan

‘9. Melaksanakan tugas kedinasan l:—unnya yang berkaitan dengan tupok31 sesuai _-
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

| Pasal 27

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunym tugas memimpin sekm
kesehatan hewan dan kesmavet dalam mclaksanakan tugas menyusun rencana
.dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijjakan
teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, fevaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis -
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner meliputi pengamatan penelusuran penanggulangan penyakit hewan,

pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pemeliharaan
kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat hewan dan . vaksin,.
pengawasan lalu lintas ternak, pengawasan pangan asai hewan dan pelayanan.
kesehatan bewan.

 Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Kepala
Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai uraian tugas :

a.. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di Seksi Kesehatan Hewan'
dan Kesmavet berdasarkan (RENSTRA) Dinas Pertaman dan Kehutanan
sebagai pedoman melaksanakan tugas;.

b. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok _
dan fungsi seksi Keschatan Hewan dan Kesmavet agar pelaksanaan tugas '
sesuai dengan rencana yang telah datetapkan, :

¢. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertuhs-
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan‘
cepat, tepat, dan akurat; oo

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam :
lingkungan bidang Peternakan untuk meningkatkan kelancaran dan-
menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada sc_kSi
kesehatan hewan dan kesmavet agar tercapainya efisiensi dan efektifitas; -

f. Melakukan Surveilans Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Avian Influenza -
(Flu Burung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebaga.l upaya .
pencegahan penyakit ternak dan flu burung,

g. Melaksanakan PDSR (Participatory ’ Disease Search and Respon) sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai upaya tindakan penyebaran penyakit hewan;

h. Melaksanakan Pengobatan Massal' di kelompok ternak masyarakat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya tmdakan penyebaran penyath.
hewan; -

i. Melakukan Sosialisasi kegiatan Peternakan Keswan dan Kesmavet scsual

" dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta sinergisitas antara masyarakat

dan pemerintah dalam pelayanan kesehatan hewan; o

j- Melakukan Stok Opname Obat Hewan sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku | )
guna dijadikem: bahan laporan kepada atasan; .
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k. Melaksanakan Surveilans Pangan Asal Hewan sebaga1 upaya pengendahan _ |
~ penyakit hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; '

1. Melaksanakan Vaksinasi ND dan HC sebagi upaya penccgahan pcnycbaran.' |
penyakit hewan ternak; : :

m. Melaksanakan pengawasan kegiatan di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet .

berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk menghmdan'
terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; '

n. Menyampaikan saran dan pcrtxmbangan kepada atasan -berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksandan tugas baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam-'
mengambil keputusan;

o. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan' dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan pcnylmpangan
dalam pelaksanaan tugas; :

pP.- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja. yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

q. Melaksanakam tugas kedinasan lamnya yang berkaitan dengan lupoksi sesuai o

petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanuan tugas.

Bagian Ketiga belas
Kepéla Seksi Perigolahan dan Pemasaran Kasil
Pasal 29 : : : B
Kepala Seksi. Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas memlmpln- |
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil dalam melaksanakan tugas menyusun
rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan -
kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pclaporan, .
pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan meliputi -
penanganar. pasca panen, pengembangan usaha permodalan, - perizinan,
pengembangan prasarana peternakan serta promosi pemasaran dan Jasa '
penunjang peternakan. '

Pasal 30
Untuk menyelenggarakan tugas sebagmmana dxmaksud dalam Pasal 29, Kepala |
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyal uraian tugas: '

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di seksi Pengolahan dan :
Pemasaran Hasil berdasarkan (RENSTRA) Dinas Pertanlan dan Kehutanan
sebagai pedoman melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas atau kegiatan kepnda bawahan sesuai dengan tugas pokok

* dan fungsi seksi Pangolahan dan Pemasamn Hasil agar pelaksanasm tugas

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertuhs
berdasarkan ketentuan yang berlaku;agar tagas dapat dilaksa.nakan dengan
~ cepat, tepat, dan akurat;
d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pclaksanaan tugas dalam
lingkungan bidang tanaman pangan dan holtikultura untuk memingkatkan

kelancaran dan menghindari ter_',admya kesalahan atau penyunpangan
pelaksanaan tugas; :
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(1)

(2)

PER

Mengkoordinasi dan memfasilitasi' dalam pelaksanaan tugas pada seksi
pengolahan dan pemasaran hasil agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;
Melaksanakan Pembinaan Pemasaran dan Promosi Produk Pengolahan Hasil
Peternakan agar berdayasaing di pasaran; o
Mengumpulkan Data Informasi Pasar sebagai ban untuk pe]aporan sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

Membina Kelompok PAH dan NPAH guna peningkatan pasca panen tcrnalr
Mengumpul data dan Informasi Pcngolahan Hasil Peternakan sebageu bahan
pelaporan dan evaluasi kegiatan;

‘Mengumpul data dan Informasi Mutu dan Standansam Petcmakan sebaga.l'

bahan pelaporan dan evaluasi keglatan

Melaksanakan Pembinaan Pen_unan Pengujian, Labeling, Sertifikasi Produk
Pengolehan hasil Peternakan) agar tertib dalam administrasi dan sesuai
dengan kaidah yang berlaku;

Menindaklanjuti Pengaduan/ Keluhan, masalah dari kelompok Pengolahan

-atau Kelompok Ternak Yang Mengembangkan Biogas guna mcncapal hasil -

pengembangan yang optimal; :
Melaksanakan CP/CL Terhadap Kelampok Tani Sasaran sebaga,l baha.n untuk '
evaluasi kegiatan;

Menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan berkmtan dengan 8
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan.

~maupun tertulis sekagai bahan- pertunbangan bagi pimpinan dalam
- mengambil keputusan;

Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan ~ dalam -
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

yang berlaku untuk menghindari- teljadmya kesalahan dan penyimpangan - "

dalam pelaksanaan tugas;

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja yang -
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi se‘;ual
pctunjuk dan arahan pimpinan antuk kelancaran pelaksanaan lugﬂs

Bagian Keempat belas

Pasal 31 . :
Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai . tugas menyusun, .
merencanakan, melaksanakan rencana kerja prograrn dan kegiatan serta
upaya-upaya . peningkatan produksi, memberi petunjuk dalam wusaha
pencegahan, pengendalian organisme penggangu tanaman, kebakaran Hutan -
dan Lahan, mengevaluasi kcbutuhan sarana dan prasarana Kehutanan dan -
Perkebunan, dan melaksanakan koordinasi kegiatan antar bidang pada Dinas
Pertanian dan Kehutanan.

Bidang Kehutanan dan Perkebunan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = '

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan -di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melatui Sekeetaris. -
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Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagamlana dimaksud dalam Pasal 31 Kepala "
Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai uraian tugas: '

a. Merencanakan program kerja Bldang Kehutanan - dan Perkebunan

berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepala Seksi di Bidang Kehutanan . dan

Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar - -

pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

. Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Seksi di Bidang Kehummnan dan '.

Perkebunan dan bawahan baik secara lisan dan maupun tertulis berdasarkan

ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dﬂaksanakan dengan cepat dan .

benar;

Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya penmgkatan produk51 :
Bidang Kehutanan dan Perkebuinan agar tercipta hasil yang optimal;

Memberi petuniuk dalam usaha pencegahan, pengendalian' organisme
penggangu tanaman, kebakaran Hutan dan Lahan agar tercapeu hasil yang
optimal; : '

Menyusun pedoman dan petunjuk teknis. penyelenggaraan pelnbangunan di .

- Bidang Kehutanan dan Perkebunzin sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

Merencanakan dan Mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasérana :
Kehutanan dan Perkebunan agar tecapai hasil yang optimal;

Mengkoordinasikan dan Mengevaluasi hasil pengumpulan data angka-a.ngka '
statistik di bidang Kehutanan dan Perkebunan;

Melakukan koordinasi kegiatan antar bidang di lingkungan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kota Singkawang agar tercipta kondisi yang smkron dan
terintegrasi dalam pembangunan;

Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan teknis -
program dan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Horukultura guna
mencapai hasil kerja dan kinerja yang optimal; '

Melakukan pengawasan kepada bawahan di Bidang Kchutanan dan
Perkebunan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun
represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan
pelaksanaan tugas;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandmgkan antara
hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk
mengetahui kinerja yang dicapai; : :

. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan Bldang Peterrlakan |

kepada atasan secara lisan atau tertulis mengenai temuan dan masalah
untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalain mengambil
kebijakan; - - |
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasn serta pemlauan '
kinerja oleh Pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lamnya yang berkaitan dengan tupok31 sesuai
petunjuk dan arahan Pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



a
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Pasal 33
Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan membawahi :
1. Kepala Seksi Kehutanan. -

2 Kepala Seksi Perkebunan. -
'3, Kepala Seksi Perllndungan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Bagian Kelima belas
Kepala Seksi’Kehutanan

Pasal 34 |
Kepala Seksi Kehutanan mempunyai tugas memxmpm Seksi Kehutanan da.larn R
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengurnpul' dan -
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, -
evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan tanaman
kehutanan meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan industri,

peredaran dan produksi hasil hutan, pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan

penghijauan, aneka usaha kehutanan, pengelolaan DAS dan kawasan hutan,
serta kelembaga.an kehutanan. : :

Pasal 35

Untuk rnenyelanggarakan tugas sebagaimima dlmaksud daiam Pasal 34, Kepala -
Seksi Kehutanan mempunyai uraian tugas : '

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan d1 Sek31 Kchutanan :
berdasarkan (RENSTRA) Dinas Pcrtanlan dan Kehutanan sebagai pcdoman
melaksanakan tugas; _

b. Membagi tugas atau kegiatan kcpada bawahan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi seksi kehutanan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana -
yang telah ditetapkan; -

¢. Memberi petunjuk kepada bawuhan baik secara lisan maupun tertuhs
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan dcngan

. cepat, tepat, dan akurat;

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelakscmaan tugas dalam
lingkungan bidang kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan
kelancaran dan menghindari texjadmya kesalahan atau penmmpangan- '
pelaksanaan tugas; '

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pclaksanaan tugas pada seksx.
kehutanan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas; E

f. Merencanakan Untuk Pengusulan Penunjukan dan Penetapan Kawasan
Hutan Produks, Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Lainnya; -

g Memberi Pertimbangan Penyusunan Rancang Bangun dan Pengusulan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produk51 serta
Institusi Wilayah Pengelolaan Hutan;

h. Memberi Pertimbangan Teknis Pengesaban Rencana Pengelolaan Jangka

. Panjang, Menengah dan Pendek Usaha Unit KPHP dan KPHL; -

i. Memberi Pertimbangan Teknis Pengelolaan Rencana Kerja Jangka Panjang, -

Menengahr dan Pendek Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan

Lindung;

¢ j. Memberi Pertimbangan Teknis Untuk Pengesahan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penataan Balas Luar Areal Kerja Unlt Pt,manfaatan Hutan
Produksi dalam Kota;
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k. Memberi Pertimbangan Pengesahan Penataan Areal Kcrja' Unit. Usaha
Pemanfaatan Hutan Lindung Kepada Provinsi; '

l. Melaksanakan Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan ngkat Kota-_ L
Guna dijadikan Bahan Pertimbangan dalam Pembangunan; -

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam, pelaksanaan tugas baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pert:mban gan bag1 plmplnan dalam" -

mengambil keputusan;

n. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan - dalam -

melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan_ |
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan -dan penyunpangan _
dalam pelaksanaan tugas; ' -
0. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kcr:]a yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; :
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkeitan dengan tupoksn sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk;; kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 36 o
Kepala Seksi Perkebunan mempunyai tugas memimpin Seksi Perkebunan daiam
melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan .
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koardinasi, fasilitasi, monitoring,
evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan tanaman

perkebunan meliputi penataan lahan perkebunan, budidaya, pasca panen,
pemasaran dan pengolahan bahan baku industri hasﬂ perkebunan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud datam Pasal 36 Kepala '
Seksi Perkebunan mempunyai uraian tugas : -

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di Seksn Perkebunan_ .

berdasarkan {(RENSTRA) Dinas Pertaman dan Kehutanan sebaga1 pedoman.
melaksanakah tugas; o

b. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok .
dan fungsi seksi Perkcbunan agar pe aksanaan tugas sesuai dengan tencana
yang telah ditetapkan; :

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertuhs
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan dengan.
cepat, tepat, dan akurat;

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam
lingkungan bidang kehutanan dan perkebunan wuntnk = meningkatkan

- kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan atau penylmpangan .
pelaksanaan tugas; v .

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada sek51 o
perkebunan agar tercapainya efisienisi dan efektifitas; _ o

f. Menghimpun dan Mengolah Data Perkebunan sebagai bahan dalam evaluasi
dan pelaporan kegiatan; :
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g Penerapan dan Penyediaan Teknologi Benih Unggul di Wllayah :
' Pengembangan Perkebunan sebagai upaya peningkatan produksu perkebunan .
yang berdayasaing sesuai dengan kemajuan teknologi; _ :

h. Peningkatan Produksi dan Produktifitas usaha Perkebunan Melalui
Penerapan IPTEK yang didukung Dengan Sistem Penyuluhan dan '
Pendampingan untuk berdaya saing jual di pasaran; .

i. Peningkatan Efisiensi Usaha dan Peluang Pasar Melalui Upaya Optlmahsam
Pemanfaatan Lahan, Intensifikasi, Diversifikasi dan Promosi sesuai dengan
ketentuan dan petunjuk yang berlaku; '

j. Peningkatan Kualitas SDM Perkebunan Melalui Bimtek dan Pendampmgan
agar tercipta SDM yang handal untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; .

k. . Memf{asiiitasi Pembuatar: Izin Usaha Perkebunan agar tertib administrasi dan
pengelolaannya sesuai dengan keterituan yang berlala;

. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkautan dengan
permasalahan yang dibadapi dalam pelaksanaen tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi- pimpinan dalam
mengambil keputusan; : o

m. Mengontrol dan ‘mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

yang berlaku untuk menghmdan terjadinya kesalahan dan. penmmpangan:
dalam pelaksanaan tugas; f

n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program kelja yang_:
telah ditetapkan sebagal pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

0. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk ke;ancaran pelak sannan tugaSL :

Bagian Ketujuh belas

. Pasal 38

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai
tugas memimpin Seksi Perlindungan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerjn, mengumpul
dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, - fasilitasi, -
monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pclaksanaan kegiatan
perlindungan tanaman kebutanan ‘dan perkebunan meliputi penanggulangan
organisme penganggu tanaman  hutan dan tanaman perkebunan,
penanggulangan kebakaran hutan/lahan, pengawasan peredaran hasﬂ hutan
serta pengamanan kawasan hutan. i :
Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagmmana dimaksud daiam Pasal 38, Kepala

Seksi Perlindungan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai uraian

tugas: _ :

a. Menyusun. rencana dan program kerja kegiatan di Seksi Perlindungan
Tanaman Kehutanan "dan Perkebunan berdasarkan (RENSTRA) Dinas
Pertanian dan Kehutanan sebagai pedoman melaksanakan tugas; -

b. Membsii petunjuk kepada bawahan haik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan dengan
cepat, tepat, dan akurat;
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(2)

i S _ : :
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok.
dan fungsi Seksi Perlindungan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan agar -
pelaksanaan tugas sesuai dengm rcncana yang telah dltctapkan, '
Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam -

lingkungan bidang kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan

kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan atan penyitnparlgan '
pelaksanaan tugas; L _
Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksa.naan tugas pada seksi
perkebunan agar tercapainya efisiensi dan efektifitan;

Melaksanakan Sosialisasi Bahaya dan Dampak Kebakaran Lahan dan Hutan
sebagi upaya penyebaran informasi kepada masyarakat; o .
Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan; _
Mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai upaya pengendahan ,
kebakaran hutan sesuat dengan kefentuan yang berlaku; : _
Melaksanakan Bimtek dan Monev pada Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan agar menambah pengetahuan dalam pengendalian kcbakaran hutan -
dan lahan; '
Melaksanakan Bimtek Pengendahan OPT Perkebunan kepada kelompok
masyarakat sebagau upaya penyebaran informasi dan teknologi perkebunan
tepat guna, o
Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan agar tercapa1 hasﬂ yang optimal;

" Menyampaikan saran dan perlimbangan kepada atasan berkaitan dengan B

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan. pertunbangan bagi plmpman dalam
mengambil keputusan;

-

. Mengontrol - dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam

melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan,"
yang berlaku untuk menghindari terjadmya kesalahan dan penymnpangan

dalam pelaksanaan tugas; |
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan- program Kerja yang

telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. .

Slagian Kedelapan beles
Kepah.mdangpemgehhnhhnnchnnir

Pasal 40

-Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas menyusun rencana dan. -

program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan

pengelolaan lahan dan air mehpu’u pengelolaan lahan, perluasan areal dan .~

pengelolaan air.

Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, sebagalmana dlmakt;ud pada uyat (1)" '
dipimpin oleh seorang Kepala Bxdang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dmas melalui Sekretaris.

%
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Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 40, chala '-
Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan program kerja Bidang Pengelolaan Lahan dan Air'berdasé.rkan' '

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan serta
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada para Kepala Sck31 di Bidang Pengelolaan Lahan dan
Air sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar pclaksanaan.
tugas sesuai dengan rencara yang telah ditetapkan; '

Memberi petunjuk kerja kepada chala Seksi di Bidang: Pe,ngelolaan Lahan
dan Air dan bawahan baik secara lisan dan maupun tertulis berdusarkan
ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengun cepat dan
benar;

Melakukan pengawasan kepada bawahan di Bidang Pcng(,lolaun Lahan dan
Air dalam melaksanakan tugas baik secara preventif amaupun represif untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas; .

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan antara
hasil kerja yang dicapai dengan rencada yang telah ditetapkan untuk 3
mengetahui kinerja yang dicapai; - '
Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya pcngclolaan lahan dan air
agar tercipta hasil yang optimal;

Memberi petun_]uk‘ dalam pelaksanaan teknolog1 pertaman yang. tepat guna
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Merencanakan dan Mengevalasi kebutuhan sarana dan prasarana pertaman
yang berdaya guna agar tecapai hasil yang optimal; -
Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air
agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya;

Menyusun pedoman dan petunjuk tekms penyelenggaraan pembangunan di
Bidang Pengelolaan Lahan dan Air sebaga1 pedoman dalam pclaksanaan
tugas;

Melakukan koordinasi kegiatan antar bidang di lingkungan Dinas: Pcrtaman
dan Kehutanan Kota Smgkawang agar tercipta kondisi yang sinkron dan'
terintegrasi dalamr pembangunan pertaman,

. Memberikan saran dan pertimbangdn berkaitan dengan Bidang Peternakan ]

kepada atasan secara lisan atau tertulis mengenai -temuan dan ‘masalah

untuk dijadikan bahan pertlmbangah bagi Pimpinan dalam. mengambﬂ o

kebijakan;

.- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagal_

pertanggungjawaban nelaksamman tugas dan bahan evaluas1 serta penilaian -
kinerja oleh Pimpinan; dan - S

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesua1
petunjuk dan arahan lepman untuk kelancaran pelaksanaan tugas

l_’asal42

Kepala Bidang Pengelolann Lahan dan Air membawahi :

1.

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan.

2. Kepala Seksi Perluasan Areal.
3. Kepala Seksi Pengelolaan Air.
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Pasal 43

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan mempunya1 tugas memimpin Sekm Pengelolaan
Lahan dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program Kkerja,
mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporari', petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan -
pengelolaan lahan meliputi penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaah

lahan pertanian yaitu jalan usaha tani, jalan produksi, kOl‘lSCl'V&SI dan reklamam -

lahan dan alat mesin pertaman

Pasn144

Untuk menyelenggarakan tugas sebagsuma.na dimaksud dalam Pasal 43, Kepala
Seksi Pengelolaan Lahan mempunyai uraian tugas : '

a. Menyusun rencana dan program kexja kegiatan di Seksi Pengelalaan Lahan

berdasarkan (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai pedoman
melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok.

dan fungsi Seksi Pengelolaan Lahan agar pelaksanaan tugab sesuai dengan . -

rencana yang telah ditetapkan; : _
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun  tertulis =

berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dﬂakbanakan dengan Lo

cepat, tepat, dan akurat;

d. Membina dan mengarahkan - bawahan dalam pelaksanuan l:ugaﬂ dalam
lingkungan bidang Pengelolaan Lahan dan Air untuk meningkatkan
kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan atau penylmpangan
pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan - tugas pada sekm

' Pengelolaan Lahan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;

f.- Melaksanakan sosialisasi Kegiatan Prasarana Pertanian  sebagi upaya
penyebaran informasi dan tek:nologl kepada kelornpok tani sesuai dengan :
ketentuan yang berlaku;

g. Monitoring Kegiatan pada Poktan dan Gapoktan guna dlj&dlk&l‘l bahan
evaluasi dan pelaporan kegiatan; i -

h. Melakukan Pemetaan Wilayah Pengembangan Potenm Prasarana Pcrtaman.
sebagai bahan informasi dan dokumentasi program kegiatan;

i, Membuat DataBase Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Pertanian guna
sebagai bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j- Menginventarisir Lahan Daerah sebagai bahan pelaporan dan evalué.si
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlake; :

k. Menyampaikan saran dan pertirnb.a‘ingan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertlmbangan bagi' pimpinan dalam ]
mengambil keputusan;

l. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam

- melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan
yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penylmpangan'
dalam pelaksanaan tugas;

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan program ker]a yang -
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
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n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksx sesuau | -
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas '

Kepala Seksi Periuasan Areal

Pasal 45

~ Kepala Seksi Perluasan Areal mempunyai tugas memimpin Seksi Perluasan Afeal
~dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul -
dan mengolah bahan perumusan kebuakan teknis, koordinasi, fasilitasi,

monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pelaksanaan perluasan arcal_-
meliputi cetak sawah dan perluasan areal pertanian.

Pasal 46
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala
Seksi Perluasan Areal mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di Seksi Perluasan Areal o
berdasarkan (RENSTRA} Dinas Perta,man dan Kehutanan sebaga1 pedoman
melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Seksi Perluasan Areal agar pelaksanaan tugas, sesuai dcngan
rencana yang telah ditetapkan; : '

¢. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara - hsan maupun tertulis -
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat chlaksanakan dengan
cepat, tepat, dan akurat;

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksandan tugas dalam
lingkungan bidang Pengelolaan Lahan dan  Air untuk meningkatkan
kelancaran dan menghindari texjadlnya kesalahan atau penylmpangan'
pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada  seksi-
Perluasan Areal agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;

f. Melaksanakan sosialisasi Kegiatan Perluasan Areak scbagal pcnycbaran'
informasi kegiatan kepada masyarakat petani;

g. Monitoring Kegiatan pada Poktan dan Gapoktan sebaga: bahan pclaporan o
pelaksanaan kegiatan sesual danganketentuan yang berlaku; :

h. Melakukan Potensi Perluasan Arcal Pertanian sesuai dengan kctcntuun yang
berlaku agar mudah dalam pendatuannya, :

i, Membuat Dokumentasi Perluasan ’ ‘Areal scbagal bahan pelapomn clan
evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas; _

jo Memberikan Bimbingan pada Kelompok Tani Keglatan Perluasan Areal
sebagai penyebaran informasi dan terialogi pertanian berdaya guna, o

k. Menyusun Jadwal Palang Kegiatan perluasan -areal agar tertib dalam
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; '

l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalarn pelaksanaan - tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertlmbangan bagl plmpman dalam,
mengarabil keputusan,

m. Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam -
melaksanakan tugas dan kegiatan bérdasarkan program kexja dan ketentuan
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{ .
yang berlaku untuk menghmdan terjadinya kesalahan dan pcnmmpangan
dalam pelaksanaan tugas; '

- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bcrdasarkan program kerja yang
telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada plmpman dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi sesual
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. -

Kepala Seksi Pengelolaan Air
- Pasal 47

Kepala Seksi Pengelolaan Air mempunyai tugas memimpin Seksi :P'engélo.laah Air
dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul

dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, - -

monltonng, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pelaksanaan keglatan' _'

pengelolaan air meliputi penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air, .

jaringan irigasi, tata air mikro, pompanisasi, dan parit.

Pasal48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 47 Kepala
Seksi Pengelolaan Air menmpunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di Seksi Pengelolaan Air
berdasarkan (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai pedoman
melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok

. dan fungsi Seksi Pengelolaan Air agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan; i | o

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis -
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dllaksanakan derigan
cepat, tepat, dan akurat;

d. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam
lingkungan bidang Pengelolaan Lahan dan Air untuk meningkatkan
kelancaran dan menghindari terjadinya kesalahan atau penylmpangan'
pelaksanaan tugas; |

e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas pada sek31 T

Pengelolaan Air agar tercapainya efisiensi dan efektifitas;

f.  Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Air sesuai dengan program kelja dan
ketentuan yang berlaku; '

g. Melaksanakan Sosialisasi Keglatan Pcngelolaan Pengairan Pertaman sebagal
penyebaran informasi kegiatan kepada masyarakat petani;

h. Monitoring Kegldtan Seksi Pengelolaan Air pada Poktan dan Ganoktan guna
dijadikan bahan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; :

(,i. Melaksanakan Rapat Tim Teknis Penentuan/Penetapan Kelompok Tani

"Penerima Manfaat Kegiatan Pengelolaan Air sesuai dengan ketentuan yang. .

berlaku; o
j.  Membantu Penyusunan RUKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai -
bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan;

k. Menyampaikan saran dan pertunbangan kepada atasan berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan; | o
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1. Mcngonfrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam '
melaksanakan tugas dan kegiatan berdasarkan program kerja dan ketentuan

yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
dalam pelaksanaan tugas; i

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan’tugas berdasarkan program kerja yang. -
: telah ditetapkan sebagai pertanggun.awaban kepada pimpinan;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tupokm sesuai
petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkun

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wall' -
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang,

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 November 2014

! WALI KOTA SINGKAWANG,
Cotd
AWANG ISHAK

Diundangka.n di Singkawang

Pada tanggal 26 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd |

4

- SYECH BANDAR ot

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 32 o

Salinan sesuai dengan aslinya _
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004 -
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